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A. Latar Belakang Penelitian

Negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai
hal yang tertinggi (supreme) sehingga muncul salah satu istilah yang sudah
disampaikan diatas yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum itu sendiri tidak
bisa mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu; keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan. Oleh karena itu pelaksanaan hukum negara harus selalu
memperhatikan tiga hal yang telah disampaikan. Berdasarkan hal tersebut,
negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus
dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, dimana ada dua unsur dalam
negara hukum. Pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah
tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma yang objektif
yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif itu harus
memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat

dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia,
membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan
praktis.Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi
rakyatnya.Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan dibidang teknologi dan ilmu
pengetahuan diringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan
dibidang ekonomi dan sosial.Ini dapat dilihat di Negara maju ataupun dinegara
yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak
ragamnya. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin maju pula
ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan
iimu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka
berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada
bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan
gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian

materil maupun immateril bagi masyarakat.



Perkembangan perekonomian yang sangat pesat serta kemajuan
teknologi membawa perubahan di bidang barang dan jasa khususnya pada
produk-produk sediaan farmasi, sehingga banyak berdiri industri-industri yang
memproduksi sediaan farmasi. Dengan menggunakan teknologi modern maka
industri-industri sediaan farmasi kini mampu memproduksi dalam skala yang
cukup besar dan dengan kemajuan teknologi maka produk-produk sediaan
farmasi tersebut dalam waktu yang singkat dapat menyebar ke berbagai daerah
dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh
strata masyarakat." Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “sediaan farmasi adalah obat, bahan
obat, obat tradisional dan kosmetik’. Kosmetik adalah sediaan atau paduan
bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan, epidermis, rambut, kuku,
bibir, dan organ kelamin bagian luar, gigi, dan rongga mulut untuk
membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi,
supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak

dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Setiap orang selalu ingin tampil sempurna. Karenanya, bermacam-
macam cara dilakukan agar dapat tampil menarik di depan orang lain dengan
cara merias diri dan memperindah penampilan, mulai dari menggunakan jenis
pakaian yang bagus hingga menggunakan produk-produk kosmetik. Secara
umum orang menggunakan kosmetik bertujuan untuk mencegah kelainan yang
timbul dan mempertahankan kondisi kulit, disamping berkaitan dengan urusan
penampilan, kosmetik berguna juga untuk membantu pengelupasan tanduk yang
merupakan bagian dari lapisan epidermis. Sel-sel kulit dari lapisan tanduk yang
mati akan segera mengelupas. Proses pengelupasan lapisan kulit mati dapat
dibantu lewat kosmetik, jika terjadi pengelupasan maka sel kulit yang mati akan

berganti menjadi sel-sel kulit baru yang akan membuat kulit terlihat lebih baik.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu untur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.? Jadi kesehatan

! Dhadhang Wahyu Kurniawan and T. N. Sulaiman, “Saifullah., 2009, ” Teknologi Sediaan Farmasi”.
Yogyakarta: Graha Iimu, n.d., him 3
% Srj Siswati, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, him. 3



merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi.
Salah satu penunjang pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya obat.
Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi
dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dan Peraturan
Menteri Kesehatan RI Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008, tentang Registrasi
Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat
diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM
menunjukan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan
keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat yang tanpa diregistrasi

terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, menegaskan bahwa kesehatan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.*
Ada juga yang memberi pengertian tentang kesehatan itu adalah keadaan yang
meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan
yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.® Produk kecantikan berupa
kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang,
terutama wanita. Tidak heran bila permintaan produk-produk kosmetik semakin
meningkat dan semakin bervariasi tiap tahunnya. Penjualan yang sangat
menguntungkan dan target pasar yang luas mengakibatkan maraknya produk
kecantikan yang beredar di pasar dengan berbagai fungsi dan manfaat. Namun,
perlu diketahui bahwa memproduksi dan menjual produk kosmetik tidak bisa

sembarangan.®

Demikian juga Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No 8
Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi antara lain:

Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang

3 Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

4 CST, Kansil, 2001, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, him. 1.
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Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/menkes/per/viii/2010 (Studi di Dinas Kesehatan
Kota Malang)”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Business English Dicitionary, perlindungan konsumen adalah
protecting consumers against unfair or illegal traders.® Sementara itu Black’s law
Dicitionary mendefinisikan a statute that safe guards consumers in the use good
and services.” Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk
menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam
usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-
permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk
mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan

(justice) yang menyatakan the end of the justice source from the injury.®

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan), kosmetik termasuk ke dalam
jenis sediaan farmasi. Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Penjelasan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah:®

“Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit,
rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut
untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan,
melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan,
tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu
penyakit”.

Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau
diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah
ditentukan. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-
bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi
dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya.’® Maka dari itu, produk kosmetik

hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan telah memenuhi

® peter Colin, 2006, Business Englih Dicitionary, Linguaphone, London, him. 61

’ Bryan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, St. Paul Minnesota, him. 335

& Zulham, Op., Cit, him. 54.

° Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan

19 Asri Wakkary, 2016, “Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-undangan Di
Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” Lex
Privatum, vol. 4, no. 5,



persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan,

yang berbunyi:"’

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat
izin edar.

2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus
memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari
peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin
edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau
keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik
berbahaya. Konsekuensi dari ketentuan administrasi tersebut adalah bahwa
pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang
sebelumnya telah menerima izin. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk
menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan
atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak
memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang
diatur dengan ketentuan pidana pasal 106 dan pasal 197 dalam Undang-Undang
Kesehatan." Yang di mana Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah”.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi
dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan
pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan
dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar, dapat dipenjara selama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar

1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
'2 yulia Susantri, et al. 2018, “Pencantuman Informasi pada Label Produk Kosmetik oleh Pelaku
Usaha Dikaitkan dengan Hak Konsumen.”, Syiah Kuala Law Journal, vol. 2, no. 1, 23.



lima ratus juta rupiah)."” BPOM berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden

Nomor 103 Tahun 2001, berfungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat
dan makanan;

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM,;

4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan,;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata Ilaksana,
kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun

2001, BPOM memiliki kewenangan:

1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk membangun pembangunan secara
makro;

3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;

4) Penetapan syarat penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk
makanan dan penetapan pedoman peredaran obat dan makanan,;

5) Pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri
farmasi;

6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan, dan
pengawasan tanaman obat. Obat-obatan yang tidak memiliki izin edar

berdasarkan Undang-Undang.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan
kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian
adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang

Y Elina Lestari, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik
Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bpom Surabaya), Jurnal
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan
negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.™
Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Memberantas

Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Masyarakat”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka
dirumuskan masalah sebagai berikut:
a. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik
tanpa izin edar pada masyarakat?
b. Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam memberantas peredaran

kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat?.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian penulisan karya ilmiah ini dalam rangka
efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup
penelitian pada upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa

izin edar pada masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis
ini adalah:
a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik
tanpa izin edar pada masyarakat.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam memberantas

peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat.

2. Kegunaan penelitian

1 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta. Genta
Publishing, him. 111-112.



Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan

kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapakan berguna dalam memperkaya wawasan hukum
pidana, dengan Kkajian tentang upaya kepolisian dalam memberantas

peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam upaya
kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada

masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Timur.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang
bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang
dianggap relevan oleh peneliti."

Marc Ancel, Modern criminal science terdiri dari tiga komponen, yaitu
“Criminology”, “Criminal Law”, dan “Penal Policy”. Dikemukakan olehnya, bahwa
"Penal Policy” adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan
praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih
baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang,
tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga

kepada penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan’®.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku
dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum
itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.Dalam arti

1 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Pres, him. 124
'® Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP
Baru, Jakarta:Kencana, him. 19.



luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan
hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya
diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak
hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.'” Penegakan hukum
adalah Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan
yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki dasar
hukum tersendiri. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang
bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu

sistem hukum ini harusnya bekerja.

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari
segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas
dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai
keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan
hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
Karena itu, penerjemahan perkataan “law enforcement’” ke dalam bahasa
Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan
dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Pembedaan
antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang
dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan
dikembangkannya istilah “the rule of law’ versus “the rule of just law” atau dalam
istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah “the rule by law” yang berarti
“the rule of man by law”. Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna
pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan
mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu,
digunakan istilah “the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of
man” dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan

suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.Istilah

'7 Ratna Nurul Alfiah, 2006, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Jakarta, Akademika Pressindo
C.V., him 35



sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan
oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasan belaka.'
Pidana materil merupakan hukum vyang berisi tentang materi hukuman,
pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dan delik-delik diluar KUHP, sedangkan hukum pidana formil atau dapat disebut

juga Hukum Acara Pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus
pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah
yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Upaya adalah: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya
adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan
persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”.

b. Kepolisian Menurut Satjipto polisi merupakan alat negara yang bertugas
memelihara keamanan dan ketertban masyarakat, memberikan
pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat."®

c. Kosmetik Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.08.11.07331 tahun 2011
tentang Metode Analisis Kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik adalah
bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar
tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian
luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan,
mewangikan, dan mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan
atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik

d. lIzin Edar adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Izin edar
adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu
pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan lzin
Edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan
olahan ke BPOM.

e. Masyarakat menurut KBBI Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab
musyarakah. Dalam bahasa Arab sendiri masyarakat disebut dengan

sebutan mujtama, yang menurut Ibn Manzur dalam Lisan al "Arab

¥ Ibid, him. 75

19 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta
Publishing, hal. 111
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E.

mengandung arti (1) pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya
keturunan, (2) kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda. Sedangkan
musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu dan saling bekerjasama.
Jadi dari kata musyarakah dan mujtama’ sudah dapat ditarik definisi ataupun
pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang
berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi
peraturan yang disepakati bersama. Begitu pula menurut pendapat para ahli
dibidangnya bahwa pengertian atau definisi masyarakat pada dasarnya
adalah sama yaitu sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan
golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

Meski pada konteks nya berbeda-beda.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu

sebagai berikut:

PENDAHULUAN
Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar
belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangaka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan
permasalahan upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana
fidusia sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan
refrensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain

sebagainya.

lll. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian,
terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan

sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan
dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan

analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau
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bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada Upaya Kepolisian
Dalam Memberantas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada

Masyarakat.

V. PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan

permasalahan ypang diangkat dari penulisan penelitian ini.
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